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ABSTRAK 

Faizal Tanjung Syam, Jaelan Usman, Hamrun, Pelaksanaan Fungsi Legislasi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2019-2024 di Kabupaten Barru 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024 serta 

untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi 

legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Periode 2019-2024 

dan solusinya. Penelitian ini dalam penyelenggara pemerintah daerah adalah 

DPRD yang  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah. Untuk  

menjalankan  fungsinya tersebut  Anggota DPRD juga memiliki hak-hak 

tertentu, salah satunya adalah Hak Inisiatif sebagai hak mengajukan  rancangan  

peraturan  daerah.Peraturan  daerah  merupakan  salah  satu instrumen penting  

dalam pemerintahan  daerah  dimana Peraturan  Daerah mengatur muatan lokal 

kekhususan daerah yang tidak diatur dalam Undang-Undang. DPRD Kabupaten 

Barru memiliki hak inisiatif yang tinggi. Namun pada tahun  2019-2024  

penggunaan  hak  inisiatif DPRD  Kabupaten  Barru  menurun drastis.  

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  pembentukan  

Peraturan Daerah  antara  lain  meliputi  empat  tahapan,  terdiri  dari  ;  tahap  

Pengkajian,  tahap perencanaan, tahapan pembahasan, dan tahap Pengesahan. 

Dari hasil penelitian juga ditemukan  bahwa  dalam  proses  fungsi  legislasi  

DPRD  selama  tahun  2019-2024 mengalami  kemunduran  dimana  DPRD  

semakin  pasif.  Hak  inisiatifnya  menjadi berkurang hingga tidak  digunakan  

sama  sekali. Namun proses pelaksanaan  fungsi legislasinya telah berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi masih 

terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi fungsi lengislasi DPRD ini 

diantaranya adalah SDM yang kurang mumpuni, molornya proses 

pembentukan Raperda, dan kurang melibatkan masyarakat.pengambilan 

keputusan; Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah 

dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan 

prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di 

lapangan.  
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